
Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 6, Nomor 1,  Januari-April 2018

1

Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan 
Desa Kumitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 

2014

Moh. Giofani Fahrizal
Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the implementation of village financial management in Kedungmaling Village and Kumitir 
Village, Mojokerto Regency based on Permendagri No. 113 of 2014. While the problem to be answered in this study is "How is the 
evaluation of the implementation of village financial management in Kedungmaling Village and Kumitir Village, Mojokerto 
Regency?" Permendagri No. 113 of 2014? ". This study uses qualitative research methods by using explanatory research types by 
focusing on policy output. Then the data collection techniques were carried out by observation, document study, and in-depth 
interviews with informants. The technique of determining the informant was done by purposive sampling technique, and to ensure the 
validity of the data in this study, data triangulation techniques were used. Furthermore, for data analysis techniques, namely by 
reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results obtained from this study indicate that the process of 
implementing village financial management in Kedungmaling Village has not been going well because of not achieving output in 
accordance with the policy. Whereas the implementation process of village financial management in Kumitir Village has gone well 
because the output produced is in accordance with the policy objectives.r getting information about an innovation. This type of 
adopter will consider the impact of good or bad innovation before using it.
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Pendahuluan 
Kesenjangan pembangunan di Indonesia kini 

telah sedikit bisa diatasi dengan adanya sistem 
Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah membuat sistem 
otonomi daerah kembali mempunyai semangat baru 
untuk melakukan pembangunan secara merata 
sampai ke daerah terpencil. Dengan adanya 
semangat baru otonomi daerah membuat sendi-
sendi perekonomian daerah semakin kuat disertai 
dengan adanya berkembangnya infrastruktur yang 
menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan lokal 
(local economy growth) serta peningkatan 
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa definisi Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut 
dapat diartikan bahwa Desa telah memiliki otonomi 
sendiri. Adanya Undang-Undang tersebut 

berbanding lurus dengan semangat Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah yang juga dapat mendukung pelaksanaan 
pembangunan Desa yang lebih merata serta dapat 
menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Maka dari itu Desa diharapkan untuk menjadi 
Desa mandiri dengan memaksimalkan potensi yang 
ada. Sebelum adanya UU tentang Otonomi Daerah 
Desa sangat kesulitan dalam melakukan 
pembangunan dikarenakan kekurangan dana. 
Namun sekarang semuanya telah berubah sejak 
adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah yang salah satunya mendukung adanya 
sistem Otonomi Daerah. Dengan sistem tersebut 
telah membuat tugas pemerintah pusat sedikit 
ringan dikarenakan beberapa tugasnya kini telah 
dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang 
dilakukan berdasarkan asas Desentralisasi, 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tidak hanya 
itu keuntungan lain yang didapat oleh Pemerintah 
Daerah dengan adanya sistem Otonomi Daerah 
yaitu Daerah mendapatkan dana dari pemerintah 
pusat untuk melakukan sebuah pembangunan

Pada tahun 2015 Dana Desa Pemerintah 
menggelontorkan dana sebesar Rp 20,67 triliun 
namun hanya mampu terserap 82%. Pada tahun 
2016 meningkat sebesar lebih dari 97%. Kemudian 
tahun 2017 dengan sistem yang semakin ketat oleh 
Kementerian Keuangan berhasil naik menjadi 
98,47%.  Penyerapan belum mencapai seratus 
persen disebabkan oleh belum cairnya dana desa di 
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Kabupaten Merauke dan Ambon. Hal ini terjadi 
karena laporan kedua daerah tersebut pada tahap I 
belum memenuhi 90 persen, sehingga dana desa 
tahap II tidak bisa disalurkan. Berdasarkan APBN 
Tahun Anggaran 2018, Pemerintah 
mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 
yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan 
publik di desa, mengentaskan kemiskinan, 
memajukan perekonomian desa, mengatasi 
kesenjangan pembangunan antardesa, serta 
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 
pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian 
tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar 
pelaksanaan Dan Desa dilakukan dengan skema 
padat karya tunai (cash for work), dan dapat 
dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Untuk 
mendukung pelaksanaan arahan, Menteri Keuangan 
menetapkan PMK tentang perubahan kedua atas 
PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dana Desa yang diperoleh beberapa kabupaten 
di Jawa Timur memiliki nominal yang berbeda 
tergantung jumlah desa dan kebutuhan daerah 
tersebut. Penerimaan Dana Desa tertinggi di 
Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Lamongan 
dengan jumlah sebesar Rp 363.423.524. Sedangkan 
daerah dengan penerimaan Dana Desa terendah 
diperoleh Kabupaten Pacitan dengan kucuran dana 
sebesar Rp 134.532.774. Dalam hal ini, 
pelaksanaan penggunaan Dana Desa masing-
masing daerah memiliki perbedaan masing-masing. 
Dilansir dari beberapa berita terdapat banyak 
masalah di Kabupaten Mojokerto terkait dengan 
pengelolaan keuangan desa. Salah satunya yang 
dikutip oleh https://news.detik.com/dijelaskan 
bahwa terdapat 7 desa yang bermasalah dalam 
penggunaan dana desa di Kabupaten Mojokerto. 
Dari berita tersebut menjelaskan bahwa, ke-7 desa 
tersebut adalah Desa Bendung dan Desa Banjarsari 
(Kecamatan Jetis), Desa Kutoporong dan Desa 
Sidomulyo (Kecamatan Bangsal), Desa 
Cempokolimo Kecamatan Pacet, Desa 
Kedungmaling Kecamatan Sooko dan Desa 
Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar. Penyebab 
permasalahannya bermacam-macam, Desa 
Bendung, Banjarsari, Kutoporong, Sidomulyo, 
Cempokolimo dan Kepuhanyar belum melaporkan 
penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2015. 
Akibatnya desa-desa tersebut tidak dapat 
mencairkan dana desa tahun anggaran 2016 dan 
juga tidak mendapatkan jatah anggaran tahun 
2017.Sedangkan yang terjadi di Desa 
Kedungmaling Kecamatan Sooko, 
permasalahannya lebih kompleks antara lain yaitu 
Desa Kedungmaling belum melaporkan 
penggunaan dana desa tahun anggaran 2016, dan 
menurut ketua BPD Kedungmaling memaparkan 
bahwa ada SPJ fiktif dalam pelaksanaan APBDes, 
serta tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan 
keuangan desa seperti Transparansi, Akuntabilitas, 

Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Dampak 
dari adanya permasalahan tersebut Desa 
Kedungmaling tidak dapat mencairkan dana desa 
tahun anggaran 2017 dan juga tidak mendapatkan 
jatah dari pusat di tahun 2018 sampai desa tersebut 
memenuhi kewajibannya.

Sedangkan, dari data diatas, penerimaan Dana 
Desa yang diperoleh Kabupaten Mojokerto adalah 
sebesar Rp 236.465.127.000. Dengan dana sebesar 
itu, maka diharapkan pemerintah desa mampu 
menerapkan prinsip akuntabilitas. Penerimaan 
Dana Desa selalu naik besarannya tiap tahun, oleh 
karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan 
prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. 
Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraannya 
harus bisa dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan yang 
ada. Sebagai informasi Dana Desa sebesar Rp 
236.465.127.000 dibagikan kepada 299 desa yang 
ada di Kabupaten Mojokerto dan tiap desa 
memperoleh Rp 700-800 juta. Jika ditambah 
dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto antara Rp 300-400 juta, 
maka tiap desa akan mengelola anggaran sebesar 
Rp 1 sampai 1,2 miliar bahkan mencapai Rp 3 
miliar.

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu “1.Bagaimana evaluasi implementasi 
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kumitir dan 
Desa Kedungmaling Kabupaten Mojokerto? 
2.Bagaimana implementasi prinsip-prinsip 
pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungmaling 
dan Desa Kumitir Kabupaten Mojokerto 
berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014?” 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permaslah 
yang sebagaimana telah dikemukakan. Penelitian 
ini dilakukan untuk menjawab permaslah yang 
sebagaimana telah dikemukakan. Selain itu Untuk 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu 
untuk memberikan hasil evaluasi implementasi 
pengelolaan keuangan desa di Desa Kumitir dan 
Desa Kedungmaling Kabupaten Mojokerto dan 
menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 
desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 
Kedungmaling dan Desa Kumitir.

Kerangka Teori
Definisi Kebijakan Publik 
Kemudian Carl Friedrich menambahkan bahwa ia 
memandang kebijakan sebagai suatu arah 
tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-
hambatan dan peluang-peluang terhadap 
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan 
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu 
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tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 
suatu maksud tertentu. (Nugroho. 2003:4)
Tahap-Tahap Kebijakan Publik

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik
Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa 
implementasi adalah apa yang terjadi setelah 
undang-undang ditetapkan yang memberikan  
otoritas program, kebijakan, keuntungan (benerfit), 
atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 
output). Sementara itu, Grindle (1980) juga 
memberikan pandangannya tentang implementasi 
dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas 
implementasi adalah membentuk suatu kaitan 
(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan 
kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari 
suatu kegiatan pemerintah.Selanjutnya, van Meter 
dan van Horn membatasi implementasi kebijakan 
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu-individu (atau kelompok-kelompok) 
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dalam keputusan-keputusan kebijakan 
sebelumnya.(Winarno, 2007:145).
Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan 
merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan 
publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan 
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. 
Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan 
pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di 
dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value 
judgment) tertentu (Mustofadijaja, 2002:45).
Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan 
meliputi dimensi-dimensi, antara lain:

1. Evaluasi proses
Menurut Palumbo, pada tahap ini 
diperlukan dua kali evaluasi yaitu 
pembuatan kebijakan dan sebelum 
pembuatan kebijakan dilaksanakan. 

2. Evaluasi desain kebijakan
Alternatif ini untuk menilai yang dipilih 
merupakan alternatif yang paling hemat 
dengan mengukur hubungan antara biaya 
dan manfaat yang bersifat rasional dan 
terukur.

3. Evaluasi Legitimasi Kebijakan
Evaluasi ini digunakan untuk menilai 
derajat penerimaan suatu kebijakan oleh 
masyarakat (stakeholder) atau kelompok 
sasaran yang dituju oleh kebijakan 
tersebut.

4. Evaluasi Formatif
Evaluasi ini dilakukan pada saat proses 
implementasi kebijakan sedang 
berlangsung. Tujuan evaluasi ini adalah 
mengetahui sebuah program yang 
diaplikasikan dan kondisi yang dapat 
diupayakan untuk meningkatkan 
keberhasilan program tersebut.

5. Evaluasi Sumatif
Evaluasi ini dilakukan ketika kebijakan 
telah diimplementasikan dan memberikan 
dampak. Tujuan evaluasi ini adalah 
mengukur efektivitas kebijakan atau 
program yang memberikan dampak nyata 
pada masalah yang ditangani.

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut William Dunn, ada enam kriteria yang 
dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja 
kebijakan, antara lain efektivitas, efisiensi, 
kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. 
Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur/proses 
kebijakan publik, menempati posisi terkahir setelah 
implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya  
jika kebijakan publik yang telah dilaksanakan 
kemudian di evaluasi. Setelah dilakukan evaliuasi 
akan dapat diketahui keberhasilan ataua kegagalan 
sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan 
diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan tersebut 
dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum 
dilanjutkan, atau harus dihentikan karena tidak 
sesuai dengan peraturan yang ada.
Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
menjelaskan pengertian keuangan desa adalah 
semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 
keuangan desa. Sedangkan pengelolaan keuangan 
desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 
desa.

Metodolologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 
kualitataif dengan tipe penelitian diskriptif. Lokasi 
penelitian ini berada di Kabupaten Mojokerto. 
Pemilihan lokasi di Kabupaten Mojokerto sebagai 
lokasi penelitian karena di Kabupaten Mojokerto 
mempunyai permasalahan pengelolaan keuangan 
desa yang terjadi pada 7 Desa yaitu Desa Bendung 
dan Banjarsari (Kecamatan Jetis), Desa 
Kutoporong dan Sidomulyo (Kecamatan Bangsal), 
Desa Kedungmaling (Kecamatan Sooko), Desa  
Kepuhanyar (Kecamatan Mojoanyar), dan Desa 
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Cempokolimo (Kecamatan Pacet). Adapun teknik 
penentuan informan yang digunakan aalah teknik 
purposive dengan total informan sebanyak 15 
informan. Adapun teknik pengumpulan data yang 
dgunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 
wawancara, observasi, dokumentasi. 
Selanjutnya,untuk teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik data reduction, data 
display (penyajian data) dan conclusion drawing. 
Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber.

Pembahasan
Pengelolaan Keuangan Desa
Merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 
desa.  Penyelenggaraan kewenangan berskala Desa 
didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan 
kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh 
APBDes, juga dapat didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. penyelenggaraan 
kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah 
didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja 
negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja 
negara dialokasikan pada bagian anggaran 
kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan 
kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. 
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang 
ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. seluruh 
pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui 
rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan 
dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening 
kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa.
Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa 
merupakan perencanaan penerimaan dan 
pengeluaran pemerintahan desa pada tahun 
anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam 
APBDes. Sekretaris desa mengordinasikan 
penyusunan rancangan APBDes berdasarkan 
RKPDes tahun berkenaan dan pedoman 
penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan 
Bupati/Walikota setiap tahun. Peraturan tersebut 
setidaknya memuat beberapa hal antara lain yaitu 
sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 
kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan 
RKPDes, prinsip penyusunan APBDes, kebijakan 
penyusunan APBDes, teknis penyusunan APBDes 
dan hal khusus lainnya.
Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh 
pemerintah desa dalam melakukan perencanaan 
pengelolaan keuangan desa. Pertama, pemerintah 
desa pada awal kepemimpinan Kepala Desa yang 
baru wajib membuat Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hal tersebut 

harus terkait dengan visi-misi yang diusung oleh 
Kepala Desa. Kemudian RPJMDes dijabarkan 
menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDes) yang merupakan dokumen perencanaan 
untuk periode satu tahun. RKPDes Kedungmaling 
dan Desa Kumitir memuat hal-hal berikut: 1) 
Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya; 
2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa 
yang dikelola oleh desa; 3) prioritas program, 
kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui 
kerjasama antar desa dan pihak ketiga; 4) rencana 
program, kegiatan, dan anggaran desa yang 
dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan 
dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan 5) 
pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur 
perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. 
Penyusunan RKPDes dari kedua desa tersebut 
dilaksanakan mulai bulan Juli tahun berjalan dan 
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa 
paling lambat akhir bulan september.
Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa 
Kedungmaling belum berjalan dengan baik karena 
realisasi pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang 
ada di APBDes tahun 2016. Kepala Desa dalam hal 
ini sebagai pemegang hak pengelolaan keuangan 
desa telah membuat kebijakan sendiri dengan 
membuat pengalihan pembangunan fisik yang 
sebenarnya dana untuk pembangunan poskamling, 
pengecoran jalan dan penerangan LPJU dialihkan 
ke pembangunan Gedung PKK, BPD, LPM dan 
Karang Taruna. Pengalihan pembangunan fisik 
tersebut tidak melalui rembug desa dan tidak 
dicantumkan pada Perubahan APBDes

Sedangan pelaksanaan yang dilakukan 
oleh Desa Kumitir sudah baik karena telah 
berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 
2014. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan 
untuk melaksanakan kegiatan dengan menyertakan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh 
Kepala Desa. Pelaksana kegiatan 
bertanggungjawab terhadap adanya pengeluaran 
yang meyebabkan beban anggaran belanja kegiatan 
yang kemudian dicantumkan dalam buku kas 
pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksana kegiatan di desa. Pengeluaran di Desa 
Kumitir telah sesuai dengan RAB yang telah 
disetujui, jika terjadi perubahan yang tidak bisa 
diprediksi seperti adanya bencana alam maka akan 
diadakan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Penatausahaan
Berdasarkan fakta di lapangan baik yang terjadi di 
Desa Kedungmaling dan Desa Kumitir masing-
masing Bendahara Desa baru melaporkan 
pertanggungjawaban kepada Kepala Desa tiap 3 
(tiga) bulan sekali dikarenakan lebih efektif pada 
waktu dan tenaga. Sedangkan untuk administrasi 
penatausahaan masing-masing desa telah 
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memenuhi prosedur yang berlaku. Administrasi 
penatausahaan yang dimaksud adalah buku kas 
umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Ketentuan pokok dalam penatausahaan 
pengelolaan keuangan desa yang utama adalah 
rekening kas desa yang dibuka oleh pemerintah 
desa atas dana pemerintah desa. Penerimaan dana 
yang dilakukan oleh bendahara disetorkan ke kas 
desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan 
dengan surat tanda setoran. Sedangkan dokumen 
penatusahaan pengeluaran disesuaikan dengan 
Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan 
Desa tentang Perubahan APBDes. Pengeluaran 
dilakukan melalui pengajuan SPP yang telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh 
Kepala Desa.
Pertanggungjawaban
Sehubungan dengan peraturan tersebut, pemerintah 
desa Kedungmaling belum melakukan 
pertanggungjawaban dengan baik karena belum 
melaporkan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDes. hal tersebut terkait dengan 
adanya penyelewangan dana yang diduga 
dilakukan oleh Kepala Desa Kedungmaling. 
Berdasarkan berita yang dilansir oleh Jawa Pos 
menyatakan bahwa terdapat laporan dari beberapa 
warga terkait adanya SPJ fiktif di Desa 
Kedungmaling. Ada beberapa temuan yang janggal 
diantaranya SPJ yang mencantumkan program 
bedah rumah dengan anggaran sebesar Rp 47 juta. 
Program tersebut dilaksanakan untuk beberapa 
rumah yang tidak layak di Desa Kedungmaling, 
namun faktanya hanya 1 unit rumah saja yang telah 
dibangun yang hanya menghabiskan dana sebesar 
Rp 5 juta. Selain itu ada program pembangunan 
poskamling di 9 titik dengan alokasi anggaran 
sebesar Rp 77,2 juta. Sementara pembangunan per 
unit hanya menelan anggaran sebesar Rp 8,9 juta. 
Proyek fiktif juga ditemukan dalam SPJ Kades 
yaitu pembangunan jembatan RW senilai Rp 47 
juta, proyek tersebut tidak ada SPJ dan tidak 
dilaksanakan. Tidak hanya fiktif dan tak jelas 
penggunaan anggarannya, proyek dengan jumlah 
dana yang besar melalui pembangunan LPJU yang 
direncanakan terpasang di 25 titik dengan anggaran 
sebesar RP 117,8 juta namun fakta yang ditemukan 
hanya terpasang 18 titik saja. Dari sekian temuan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 
Kedungmaling belum melakukan 
pertanggungjawaban dengan baik.

Sedangkan pertanggungjawaban yang 
dilakukan oleh pemerintah desa Kumitir sudah baik 
karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 
Tahun 2014. Pertanggungjawaban dilakukan oleh 
pemerintah desa Kumitir dapat dilihat dari SPJ 
yang perencanaan dan besar anggarannya sudah 
sesuai dengan apa yang terdapat dalam APBDes. 
selain itu setiap akhir tahun pemerintah desa 
Kumitir melakukan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat melalui Musyawarah Desa yang juga 
dihadiri oleh Ketua BPD. Hasil dari musyawarah 
tersebut menghasilkan persetujuan oleh Ketua BPD 
terkait laporan pertangguungjawaban yang 
dilakukan oleh Kepala Desa. Setelah mendapatkan 
persetujuan oleh Ketua BPD, maka laporan 
pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan 
Peraturan Desa.
Pelaporan
Sehubungan dengan peraturan diatas, Desa 
kedungmaling belum melakukan pelaporan 
realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2016 
dikarenakan belum mendapat persetujuan oleh 
Kepala Desa. Berdasarkan informasi yang peneliti 
peroleh dari pendamping desa di Desa 
Kedungmaling menyatakan bahwa hampir semua 
Tim Pelaksana Kegiatan tidak dilaksanakan oleh 
Kasi yang membidangi melainkan dilaksanakan 
sendiri oleh Kepala Desa dan sebagian besar oleh 
Sekretaris Desa, sehingga pelaporannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Sedangkan pelaporan di 
Desa Kumitir sudah sesuai dengan Permendagri 
No. 113 Tahun 2014. Pelaporan dilakukan melalui 
2 tahap yaitu laporan semester pertama yang berisi 
realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan 
semester akhir tahun yang disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat. Menurut pendamping desa 
yang bertugas mendampingi desa Kumitir 
mengatakan bahwa Desa Kumitir merupakan satu-
satunya desa yang tertib dan taat dalam melakukan 
pelaporan, dan menjadi percontohan bagi desa-desa 
yang ada di Kec. Jatirejo. Karena pada setiap 
pelaporan Desa Kumitir selalu mendahului 
daripada desa-desa yang lain di Kec. Jatirejo. Hal 
tersebut tak lepas dari peran salah satu perangkat 
desa yang ada di Desa Kumitir yang mempunyai 
kompetensi bagus dalam kemampuan manajerial 
dan penguasaan IT. Berdasarkan pernyataan Kepala 
DPMD mengatakan bahwa Desa Kumitir juga 
merupakan salah satu dari 2 desa yang ada di 
Kabupaten Mojokerto yang telah menggunakan 
aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada 
tahun anggaran 2017.
 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan interpretasi data yang 
dilakukan terhadap temuan penelitian, maka dapat 
diambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan 
masalah mengenai bagaimana evaluasi 
implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa 
Kedungmaling dan Desa Kumitir Kabupaten 
Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 
Tahun 2014 sebagai berikut:

Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus 
dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif 
serta tertib dan disiplin anggaran sesuai mandat 
dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan keuangan desa. Selain itu tahap-tahap 
dalam pengelolaan keuangan desa juga harus 
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dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu mulai 
dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan 
desa merupakan keterbukaan informasi kepada 
masyarakat mengenai regulasi dan akses informasi 
yang jelas tentang perencanaan, penatausahaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 
Praktik transparansi dapat dilihat dalam bentuk 
papan informasi mengenai APBDes dan juga papan 
informasi proyek yang memuat tentang luas 
bangunan dan besar dana yang dianggarkan dalam 
proyek tersebut.
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa 
merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam pelaksanaan akuntabiltas di lingkungan 
instansi pemerintah, perlu diperhatikan dalam 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) harus ada 
komitmen dari pemimpin dan seluruh staff dari 
instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan 
misi agar akuntabel, 2) harus merupakan suatu 
sistem yang dapat menjamin sumber-sumber daya 
secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, 3) harus menunjukkan 
tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, 4) harus berorientasi pada visi dan misi 
serta hasil dan manfaat yang diperoleh, 5) harus 
jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai 
katalisator perubahan manajemen instansi 
pemerintah.

Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 
2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara 
dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung atau melalui intermediaris 
institusi yang mewakili kepentingannya. Prinsip 
dan indikator partisipasi masyarakat dalam 
penganggaran mencakup hal-hal berikut: 1) 
keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan 
komitmen diantara aparat. 2) adanya forum untuk 
menampung partisipasi masyarakat yang 
representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol 
karena bersifat terbuka dan inklusif, 3) kemampuan 
masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan 
keputusan, 4) fokus pemerintah adalah pada 
memberika arahan dan mengundang orang lain 
untuk berpartisipasi, 5) visi dan pengembangan 
berdasarkan pada konsesus antara pemerintah dan 
masyarakat. 6) akses bagi masyarakat untuk 
menyampaikan pendapat dalam proses 
pengambilan keputusan.
Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu pengelolaan 
keuangan desa harus  mengacu pada aturan atau 
pedoman yang mengaturnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 
kesimpulan diatas, maka saran yang bisa diberikan 
peneliti yaitu:

1. Kesadaran perangkat desa atas aspek 
hukum/regulasi lebih ditingkatkan, 
mencakup pemahaman konsekuensi atas 
pelanggaran hukum. Pemberian 
pemahaman atas pentingnya dasar hukum 
bagi setiap tindakan pemerintah desa serta 
pemahaman mengenai kewenangan desa 
sehingga tidak dimanfaatkan oleh 
pihak/oknum yang tidak 
bertanggungjawab.

2. Pemerintah desa membutuhkan pedoman 
akuntansi yang lebih terperinci dan mudah 
untuk penatausahaan dan pengelolaan 
keuangan desa disesuaikan dengan 
ketentuan Permendagri No. 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 
serta meningkatkan kapasitas dan 
kaderisasi perangkat desa (SDM), 
termasuk SDM yang mempunyai 
kemampuan manajerial yang baik dan ahli 
di bidang IT.

3. Terkait dengan perencanaan masyarakat 
harus ikut berpatisipasi dalam memberikan 
usulan dari tingkat RT dan Dusun yang 
kemudian dibahas dalam Musyawarah 
Desa bersama BPD dan LPMD. Setelah itu 
pemerintah desa harus memberikan wadah 
usulan dari masyarakat dengan melakukan 
Musrenbangdes.

4. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan 
apa yang ada dalam APBDes. Selain itu 
pelaksanaan kegiatan juga harus 
dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan 
(TPK) yang terdiri dari Kasi yang 
membidangi kegiatan tersebut dan juga 
perwakilan dari lembaga desa.

5. Semua kegiatan harus dapat 
dipertanggungjawabkan dengan 
menyertakan SPJ yang sesuai dengan 
APBDes. Kemudian SPJ tersebut 
dikumpulkan jadi satu ke dalam bentuk 
laporan pertanggungjawaban APBDes dan 
dilaporkan kepada masyarakat desa serta 
ke Bupati melalui Camat.
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